
I SALINAN l 

GUBE TR RIAU 

PERATURAN GUBERNUR RIAU 
NOMOR TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU 

TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR RIAU, 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2025 serta kondisi keuangan daerah yang tidak 

sesuai dengan proyeksi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 maka Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 perlu 

dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  
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3. U n d a n g - U n d a n g  Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6808); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;  
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 543); 

10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Riau Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran 
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 5); 

1 1 .  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14); 

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2026 
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025. 

Pasal 1 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau 
Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Perubahan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Riau Tahun 2025, Perubahan Pnontas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2025 
serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025. 

Pasal 2 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I 

BAB II 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2025 



BAB III 

B A B I V  

B A B V  

BAB VI 
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KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

PENUTUP 

Pasal3 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada 

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2025-2026.  

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 

GUBERNUR RIAU, 

ABDUL WAHID 

Diundangkan di Pekan baru 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSLKAU, 

SYAHRIAL ABDI 

BERITA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2025 NOMOR: 

Sesuai Dengan Aslinya 
BIRO HUKUM, 

- .P R  /HARMADI, SH. [H. 

2-Pe; ·bina Tingkat I (IV/b) 

Si±BNF. 19840326 200903 1 003 
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